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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 

 

 

 

 

 
NOMOR  11 2006 SERI  E 

R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  8  TAHUN 2006   
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  

 
DENGAN  MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH 

SUBHANAHU WATA’ ALLA 
 

BUPATI  GARUT, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi 
otonomi desa untuk tumbuh dan berkembang 
mengikuti perkembangan dinamika 
penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga 
mendorong partisipasi, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat desa dan sehubungan 
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 
2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
perlu ditinjau kembali; 
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b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di 
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005  Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara nomor 4593); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 
2004 Nomor 23); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KABUPATEN  GARUT 

dan 

BUPATI GARUT 
 

 MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TENTANG TATA     CARA PENCALONAN, 
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.      
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.  

5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Garut di Wilayah 
Kerjanya. 

6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 
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11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat 
oleh BPD bersama Kepala Desa. 

12. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat atau putra desa 
berdasarkan penjaringan. 

13. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu 
Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang 
sah sebagai penduduk desa bersangkutan. 

14. Putra Desa adalah mereka yang dilahirkan di desa yang bersangkutan 
dari penduduk  desa tersebut dan bertempat tinggal di luar desa. 

15. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi 
persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 

16. Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh 
suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. 

17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah 
lokasi penyelenggaraan pemungutan suara yang terdiri dari 1 (satu) 
atau lebih bilik suara. 

18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh 
Camat kepada Bupati dari perangkat desa dengan memperhatikan 
aspirasi BPD dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala 
Desa dalam kurun waktu tertentu. 

19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk 
mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan penjabat Kepala 
Desa. 

20. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang 
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau 
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu 
peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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